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Latar belakang tesis ini adalah konflik pertanahan antara PT Pertamina Persero dengan Pemerintah Kota
Palembang, terkait dengan bidang tanah bekas hak eigendom kotapraja, yang di atasnyaterdapat bekas hak
erfpacht. PT Pertamina Persero mengklaim berhak atas bidang tanah tersebut, karena telah mengusainya
selama puluhan tahun. Sedangkan Pemerintah K ota Palembang mendalilkan hak berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Agrarianomor SK.12/Ka/1963, tanggal 14 Me 1963. Kedua klaim hak tersebut belum
terdaftar di Kantor Pertanahan setempat. Mahkamah Agung memutuskan PT Pertamina Persero sebagai
pengusasa tanah yang beritikad baik, sedangkan Pemerintah K ota Palembang tidak dapat membuktikan
dalilnya sebagai pemegang hak atas bidang tanah tersebut. Tesisini menganalisis putusan Mahkamah
Agung tersebut berdasarkan ketentuan konversi menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan
terkait Hak Pengelolaan. Metode penelitian adalah yuridis normatif, dengan alat pengumpul data berupa
studi dokumen, serta menggunakan bahan hukum primer berupa putusan Mahkamah Agung dan peraturan
perundangan terkait konversi hak atas tanah dan terkait Hak Pengelolaan. Kesimpulannya adalah PT
Pertamina Persero seharusnya memegang tanah tersebut dengan Hak Guna Bangunan yang berada di atas
Hak Pengelolaan yang dipegang Pemerintah Kota Palembang.

...... The background of thisthesisis aland dispute between PT Pertamina and Palembang Municipal related
to eigendom estate with erpacht right. Each parties claim as the proprietor or at least hold the possesion of
such land. PT Pertamina argue that it has retained that land for years. Meanwile Palembang Municipal urge
to take possesion over that land, since it has the right pursuant to Agrarian Minister degree No. SK.12 Ka
1963 dated May 14th 1963. The Supreme Court hold decision that PT Pertamina has a good faith in possess
such land. At the same time the court declare Palembang Municipal does not have any sufficient evidence to
support its claim. So, the objective of thisthesisisto analyze such decison, in accordance with Agrarian
Law and landlord regulation. The researh methodology islega normatif approach, with legislation and court
decision as the research material. For conlude this, | am of the opinion that PT Pertamina shall occupy the
estate as the holder of building rights, whilst Palembang Municipal shall have the Right to Manage on that
land.
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